TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI AKSI DEMONSTRASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM by Suliyanto, Erwin
 
Erwin Suliyanto | 2277  
 
TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM 
MENGHADAPI AKSI DEMONSTRASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN 




Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 




Freedom of expression in public is the right of every citizen. Expressing opinions in public 
can be done through demonstrations, but in fact the Police as the party authorized to secure 
the demonstrations often take juridical actions. This study aims to: 1) understand the juridical 
review of the authority granted by the provisions of the legislation to the police against mass 
demonstrations in terms of the law as a positive law in Indonesia. 2) understand the 
requirements for the Police to take repressive action against mass demonstrations in terms of 
Law Number 9 of 1998. and 3) to know and understand the form of legal protection for 
demonstrators who carry out mass demonstrations in terms of Law Number 9 1998. The 
results obtained are that: 1) A juridical review of the Police's authority over demonstrations 
according to Law Number 9 of 1998 includes, among others, receiving a written notification 
from a party who will express an opinion in public, as well as providing security, 2) 
Requirements for the Police to carrying out repressive actions may take into account the 
provisions in Article 20 paragraph (1) Perkapolri No. 7 of 2012, 3) Freedom of expression as 
a guarantee of legal protection is seen through the 1945 Constitution, the Human Rights Law, 
and Law No. 9 of 1998. 
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ABSTRAK 
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara. 
Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan aksi demonstrasi, namun pada 
kenyataannya Kepolisian selaku pihak yang berwenang melakukan pengamanan demonstrasi 
tersebut kerap melakukan tindakan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami 
tentang tinjauan yuridis mengenai kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan kepada Kepolisian terhadap demonstrasi massa ditinjau dari Undang-
Undang sebagai hukum positif di Indonesia. 2) memahami syarat bagi pihak Kepolisian dalam 
mengambil tindakan represif terhadap aksi demonstrasi massa ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 9 tahun 1998. serta 3) untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan 
hukum bagi demonstran yang melakukan aksi demonstrasi massa ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 9 tahun 1998. Hasil yang diperoleh bahwa: 1) Tinjauan yuridis mengenai 
kewenangan Kepolisian terhadap demonstrasi menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 antara lain 
adalah menerima pemberitahuan scara tertulis dari pihak yang akan menyampaikan pendapat 
di muka umum, serta melakukan pengamanan, 2) Syarat bagi Kepolisian untuk melakukan 
tindakan represif dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Perkapolri No. 7 
tahun 2012, 3) Kebebasan menyampaikan pendapat sebagai sebagai jaminan perlindungan 
hukum ini terlihat melalui UUD tahun 1945, UU HAM, serta UU Nomor 9 tahun 1998. 
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Demonstrasi, Kepolisian Republik Indonesia 
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Indonesia adalah Negara hukum.2 Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut 
law (inggris) dan recht (Belanja dan Jerman) atau droit (Prancis). Istilah recht bearasal dari 
bahasa Latin rectum berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintah. Rectum dalam 
bahasa Romawi adalah rex yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (recht, 
rectum, rex) dalam bahasa inggris menjadi right (hak atau adil) juga berarti “hukum”.3 
Kondisi hukum di Indonesia saat ini sering menuai kritik dari pada pujian. Berbagai kritik 
diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, 
ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan 
juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering di lontarkan berkaitan 
dengan penegakan hukum di indonesia yang sangat kacau. Kebanyakan masyarakat kita akan 
bicara bahwa hukum di indonesia itu tajam ke bawah tumpul ke atas atau bahasa lainnya 
dapat dibeli, yang  mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan yang punya uang banyak pasti 
aman dari gangguan hukum walau aturan negara di langgar.  
Terdapat pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak 
hukum tidak dapat di harapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan 
adil tegas. Sejauh ini hukum tidak saja di jalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga di 
permainkan layaknya barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan 
masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena di dorong oleh 
seperangkat hukum yang tidak jelas. 
Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti para mafia hukum di 
peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas 
yang gampang di temui dalam penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham-paham di dalam 
masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai 
keinginan serta kepentingan masing-masing yang perlu disuarakan dan atau didengarkan 
bersama sebagai bentuk demokrasi yang dianut oleh negara kita. Hukum yang baik adalah 
hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk 
mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah 
(Hukum) sebagai alatnya.4   
                                                             
2 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
3 Umar Said Sugiharto, 2017,  Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. h. 6. 
4 Ryan Syahbana  M, 2013, Jurnal Ilmu Hukum, Legal Opinion. 
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Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum 
banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat suatu yang 
melanggar larang-larangan tertentu. Di indonesia merupakan negara hukum, dasar bahwa 
indonesia negara hukum ialah yang bertuah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yaitu menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah 
Negara Hukum”. Dimasukannya ketentuan ini ke dalam bagian dari Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukan semakin kuatnya dasar hukum serta 
menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat 
merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. 
Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup dari sub-sistem politik, sosial, ekonomi, 
pertahanan dan keamanan maupun hukum.  
Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada 
peristiwa yang di anggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, 
diskriminasi dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk mengungkapkan  rasa tidak puas, 
masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan 
saja di pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator 
penerapan “Prinsip Demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralisme.5 
Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. 
Fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.6 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum yang 
adil, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan 
pengamanan pada saat ada unjuk rasa. 
Penyampaian pendapat di muka umum sendiri terdiri atas beberapa bentuk, sebagaimana 
Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum 
dapat meliputi unjuk rasa atau demonstrasi; pawai; rapat umum; mimbar bebas, penyampaian 
ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat; penyampaian pendapat dengan alat 
peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, sebaran, petisi, spanduk; dan kegiata lain yang 
intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum. 
                                                             
5 Ryan Syahbana, Ibid. 
6 Tolib Effendi, 2013  Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: pustaka Yustisia. h. 23. 
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Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh 
sekelompok orang di hadapan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyampaikan 
aspirasi kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau 
dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dan kepentingan 
kelompok demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang 
tidak setuju dengan pemerintah dan menentang kebijakan pemerintah.  
Hal ini yang juga dilakukan mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta yang 
menanggapi panggilan di media sosial untuk berkumpul di depan kompleks Parlemen 
Republik Indonesia di Jakarta. Ada juga sekelompok kecil mahasiswa yang mengatasnamakan 
diri sebagai Progresif Anti Korupsi (MAPAK).7 Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya 
(Polda Metro Jaya) menerima pengumuman unjuk rasa tersebut yang dijadwalkan pada 
tanggal 24 September 2019. Untuk mengantisipasi acara tersebut, total 18.000 personel aparat 
dikerahkan di sekitar gedung parlemen.8 252 petugas Kepolisian lainnya dikirim untuk 
mengatur lalu lintas. Meski demikian dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut tetaplah terjadi 
permasalahan, yakni antara aparat sebagai pihak yang melakukan pengamanan dengan 
demonstran (mahasiswa). 
Aparat penegak hukum yang berhadapan dengan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut 
adalah kepolisian. Di dalam peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di 
Muka Umum, disebutkan bahwa sikap Polri dalam menghadapi demonstran yakni dengan 
melakukan upaya persuasif, agar kegiatan demonstrasi tersebut dapat terlaksana dengan tertib 
sesuai aturan hukum. Selain itu dalam Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 tersebut juga ditujukan 
untuk dapat memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat 
dimuka umum Namun kenyataannya beberapa tindakan dari Polri dalam menangani unjuk 
rasa di lakukan secara represif. Hal ini juga nampak pada kasus penanganan unjuk rasa di 
Kendari dan Polisi mengambil tindakan yang berakibatkan kematian mahasiswa. Tindakan 
represif merupakan hal yang juga berkaitan dengan tindakan pemidanaan yang dapat 
dilakukan atau diambil oleh pihak Kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi massa 
tersebut. 
                                                             
7 Jessi Carina, 23 september 2019, Unjuk Rasa Mahasiswa yang Ricuh di DPR, kompas.com, 
https://www.kompas.com/tren/read/2019/unjuk-rasa-mahasiswa-yang-ricuh-di-DPR, diakses pada tanggal 30 
Mei 2021. 
8 Jessi Carina, Ibid. 
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Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, diketahui bahwa masih terdapat kejadian-
kejadian yang seharusnya tidak dialami oleh mahasiwa ketika melakukan demonstrasi dalam 
rangka menyampaikan pendapatnya, yakni dengan mendapatkan tindakan represif dari 
Kepolisian. Namun mengenai tindakan represif tersebut perlu diteliti lebih lanjut berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ditinjau dari ketentuan Undang-
Undang Nomor 9 tahun tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka 
umum.  
Selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yakni: Tindakan 
Represif  Dari Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Gelombang Aksi 
Demonstrasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pemilihan judul yang diambil berkaitan dengan 
beberapa istilah. Kata represif artinya bersifat menekan, mengekang, menahan, atau 
menindas,9 sehingga tindakan represif memiliki arti yakni suatu tindakan yang bersifat 
mengekang atau menindas yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat Kepolisian selaku pihak 
yang melakukan pengamanan demonstrasi. Sementara itu, Aksi Demonstrasi sendiri terdiri 
atas dua kata yang mana menurut KBBI Aksi adalah gerakan,10 Demonstrasi merupakan 
pernyataan protes yang dikemukakan secara massal.11 Dengan demikian Aksi Demonstrasi 
berarti suatu gerakan pernyataan protes yang dikemukakan dengan melibatkan banyak orang. 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk 
mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana tinjauan yuridis 
mengenai kewenangan Kepolisian terhadap demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 
tahun 1998? dan 2) Bagaimana syarat bagi pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan 
represif terhadap aksi demonstrasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998? dan 3) 
Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi demonstran yang melakukan demonstrasi massa 
aksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998?. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan memahami berkaitan dengan 
tinjauan yuridis mengenai kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan kepada Kepolisian terhadap demonstrasi massa ditinjau dari Undang-Undang 
sebagai hukum positif di Indonesia. 2) mengetahui dan memahami syarat bagi pihak 
Kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap aksi demonstrasi massa ditinjau dari 
                                                             
9 https://kbbi.web.id/represif, Arti Kata Represif, KBBI.web.id, Diakses pada 16 Juli 2021 
10 https://kbbi.web.id/aksi, Arti Kata Aksi, KBBI.web.id, Diakses pada 16 Juli 2021. 
11 https://kbbi.web.id/demonstrasi, Arti Kata Demonstrasi, KBBI.web.id, Diakses pada 16 Juli 2021 
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Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. serta 3) untuk mengetahui dan memahami tentang 
bentuk perlindungan hukum bagi demonstran yang melakukan aksi demonstrasi massa 
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis 
normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan (statue approach) serta menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach). 
Sementara itu, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam teknik analisis bahan 
hukum ini, setelah semua bahan hukum terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa bahan-
bahan tersebut yang diperoleh dengan cara deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang 
berlandaskan pada kaedah dan teori umum. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis 
normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan (statue approach) serta menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach). 
Sementara itu, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan 
hukum primer yang pada dasarnya meliputi norma dasar Pancasila, Peraturan dasar, serta 
peraturan-peraturan yang tidak dikodifikasikan12, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. Dalam teknik analisis bahan hukum ini, setelah semua bahan hukum terkumpul, 
selanjutnya penulis menganalisa bahan-bahan tersebut yang diperoleh dengan cara deduktif, 
yaitu dengan cara berfikir yang berlandaskan pada kaedah dan teori umum. 
 
PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Yuridis mengenai Kewenangan Kepolisian terhadap Demonstrasi 
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
Unjuk rasa atau demonstrasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan 
orang untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif 
di muka umum. Unjuk rasa juga dapat diartikan sebagai bentuk sebuah gerakan protes yang di 
lakukan sekumpulan orang di depan umum serta dengan tujuan untuk menyatakan pendapat 
atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau sebagai sebuah upaya 
penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu. Hak masyarakat untuk 
menyampaikan pendapat tersebut tercermin dengan adanya ketentuan Pasal 28E Undang-
                                                             
12 Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Alfabeta: Bandung, h. 
67 
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Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengenai mekanisme penyampaian 
pendapat di muka umum yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 
Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan 
bahwa: 
“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat.” 
 
Sementara itu, dalam menyampaikan pendapat di muka umum ini disebutkan bahwa setiap 
oranng memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat 
sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak atau elektronik dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan 
bangsa.13 
Sebelum mengadakan kegiatan dalam rangka menyampaikan pendapat tersebut, pihak-
pihak yang berkepentingan wajib mengurus persyaratan-persyaratan sebagaimana telah 
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan: 
(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.  
(2) pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab 
kelompok.  
(3) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambatlambatnya 3 x 24 
(tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh 
Polri setempat.  
(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. 
 
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum melalui demonstrasi, memiliki 
resiko karena dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, 
pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9 Tahun 1998 yakni 
dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab 
menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan demonstrasi yang merupakan perwujudan 
penyampaian pendapat di muka umum kemudian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
                                                             
13 Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
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Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, 
Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dimana 
Perkapolri tersebut digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian 
pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, 
pengamanan kegiatan dan penanganan perkara, dengan tujuan agar dalam penyampaian 
pendapat di muka umum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Pasal 2 Peraturan Kapolri 
Nomor 7 Tahun 2012 menyebutkan yakni: 
Tujuan Peraturan ini:  
a. sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan 
penanganan perkara daam penyampaian pendapat di muka umum. 
b. Terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum secara 
legal, aman, tertib dan lancar; dan  
c. Terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan 
kegiatan pengamanan penyampaian pendapat dimuka umum.. 
 
Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 juga menyebutkan mengenai pelaksanaan penyampaian 
pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), dimana aparatur pemerintah 
(dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
1. memberikan pelayanan secara profesional; 
2. menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
3. menghargai asas legalitas; 
4. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan 
5. menyelenggarakan pengamanan.14 
Berdasarkan ketentuan Perkapolri diatas, sudah jelas bahwa terhadap pihak Kepolisian 
yang ditugaskan untuk mengamankan kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi diberikan 
kewajiban serta tanggung jawab, dimana kewajiban dan tanggung jawab tersebut yakni: 
a. Memberikan Pelayanan Secara Profesional 
 Bahwa Kepolisian merupakan satuan yang telah diberikan wewenang secara khusus 
dengan tugas pokok dan fungsi dari Kepolisian tersebut, oleh sebab itu dalam hal ini 
Pihak Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya memiliki tanggungjawab untuk 
melaksanakan tugasnya dan kewajibannya, dimana tugas dan kewajiban tersebut harus 
dilaksanakan secara profesional. 
b. Melindungi Hak Asasi Manusia  
                                                             
14 Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 
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 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian tetap wajib dan memiliki tanggung jawab 
dalam terlaksananya hak asasi manusia bagi para demonstran. Hal ini sejalan dengan 
amanat yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan 
bahwa:  
“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat.” 
  
 Selain itu mengenai hak menyampaikan pendapat ini juga telah dijamin oleh Undang-
Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 22 ayat (3) UU 
HAM menyebutkan bahwa setiap oranng memiliki kebebasan untuk mempunyai, 
mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau 
tulisan melalui media cetak atau elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, 
kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kebebasan atas hak 
menyampaikan pendapat ini merupakan hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat 
dikurangi atau bahkan diingkari. Pengingkaran terhadap hak ini berarti mengingkari 
martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu maka ketentuan dalam Pasal 9 Perkapolri No. 7 
Tahun 2012 tersebut sudah tepat, yakni mengenai kewajiban Polisi yang melakukan 
pengamanan demonstrasi untuk menjamin hak asasi manusia dari para demonstran yang 
menyampaikan pendapatnya di muka umum.  
c. Mentaati asas legalitas 
 Kewajiban dan tanggung jawab Kepolisian dalam melakukan pengamanan setelah 
menjunjung hak asasi manusia adalah mentaati asas legalitas. Maksud dari menghargai 
asas legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: 
“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-
undangan pidana yang telah ada” 
 
Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam bertugas melakukan pengamanan, Polri dilarang 
untuk langsung memberikan hukuman atau sanksi kepada para demonstran kecuali 
apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Berkaitan dengan 
asas legalitas ini, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa asas ligalitas tersebut dapat 
dapat diartikan sebagai sanks pidana yang hanya dapat ditentukan dengan undang-undang 
dan ketentuan pidana yang tidak boleh berlaku surut.15 
                                                             
15 Iskandar, 2017, Inilah Pengertian Asas Legalitas di Kaca Mata Para Ahli Hukum, BPLawyers, 
https://bplawyers.co.id/2017/inilah-pengertian-asas-legalitas-di-kaca-mata-para-ahli-hukum/, diakses pada 20 
Juni 2021.  
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d. Mentaati asas praduga tidak bersalah 
 Kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Kepolisian dalam mengamankan 
kegiatan demonstrasi massa selanjutnya adalah menghargai prinsip praduga tak bersalah, 
dimana ketentuan ini mewajibkan Kepolisian untuk tidak menetapkan atau menganggap 
para dmeonstran sebagai pelaku tindak pidana, kecuali apabila telah dapat dibuktikan 
mengenai kesalahannya itu. ketentuan mengenai prinsip praduga tidak bersalah menjadi 
hal yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh Kepolisian, dimana pada faktanya masih 
banyak dari pihak Kepolisian yang melakukan tindakan represif dalam menghadapi 
pihak-pihak yang dianggap sebagai perusuh dalam demonstrasi massa. Akibatnya adalah 
lahirnya korban-korban dari tindakan kepolisian tersebut, baik luka-luka atau bahkan 
meninggal dunia. 
e. Menyelenggarakan Pengamanan 
 Kewajiban dan tanggung jawab Kepolisian yang terakhir menurut Perkapolri Nomor 7 
tahun 2012 adalah melakukan penyelenggaraan pengamanan. Penyelenggaraan 
pengamanan ini selanjutnya diatur berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Perkapolri 
No. 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa: 
(1) Petugas Polri pada bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setelah 
menerima surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka 
umum, melakukan kegiatan sebagai berikut: 
a. meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan serta 
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan 
b. meneliti identitas penanggung jawab yang disertai dengan dengan 
fotokopi KTP/SIM. 
(2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas 
Polri melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. menerbitkan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang 
terkait, instansi yang terkait, dan pemilik/lokasi tempat objek/sasaran 
penyampaian pendapat di muka umum; 
b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di 
muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian 
arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban 
penyampaian pendapat; 
c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi 
tujuan penyampaian pendapat di muka umum; dan  
d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. 
 
Pelaksanaan pengamanan yang menjadi tugas pihak Kepolisian juga telah disebutkan 
dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 yakni: 
Pengamanan dalam rangka perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: 
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a. melakukan survei lokasi kegiatan; 
b. menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, 
peralatan dan metode/pola operasi; 
c. melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab 
kegiatan; 
d. memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan 
di lingkungannya; dan 
e. memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan 
demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. 
 
Berkaitan dengan kewenangan Kepolisian yang dapat dilakukan untuk menghadapi 
demonstrasi massa aksi di Indonesia tidak terlepas dari Ketentuan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Kepolisian merupakan kesatuan yang ditugaskan untuk mengayomi dan 
melindungi masyarakat, termasuk dalam kegiatan aksi menyampaikan pendapat dimuka 
umum yakni melalui pengamanan demonstrasi. 
Berkaitan dengan kewenangan Kepolisian terhadap massa aksi di Indonesia dapat dilihat 
melalui kewenangan yang dimiiliki oleh Kepolisian berdasarkan UU Kepolisian, Pasal 14 
ayat (1) huruf a dan huruf e menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, 
Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk: a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, 
pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
Dalam pelaksanaan demonstrasi, sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Kepolisian 
merupakan pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengaturan maupun penjagaan 
sebagai bagian dari tugas Kepolisian. Kepolisian juga memiliki wewenang untuk menerima 
pemberitahuan yang dilakukan secara tertulis oleh demonstran yang akan melaksanakan 
penyampaian pendapat di muka umum tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yag 
telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia. 
Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian 
Pendapat di Muka Umum menyebutkan bahwa: 
Prinsip dalam peraturan ini meliputi: 
a. legalitas, yaitu pelayanan atas pemberitahuan penyampaian pendapat di muka 
umum diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  
b. perlindungan HAM, yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka 
umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM; 
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c. kepastian hukum, yaitu pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian 
pendapat di muka umum guna menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan 
serta terwujudkanya kepastian hukum; 
d. keadilan, kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif, tidak membedabedakan 
dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak; 
e. kepentingan umum, pelayanan diberikan dengan mengutamakan kepentingan 
umum; 
f. keterpaduan, yaitu pelayanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum 
dilakukan melalui kerja sama, koordinasi, dan sinergitas antara unsur-unsur yang 
dilibatkan dalam setiap kegiatan; 
g. akuntabilitas, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan 
dapat dipertanggungjawabkan; 
h. transparan, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan 
dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi 
pihak yang berkepentingan; 
i. proporsional, yaitu pelayanan pengamanan penyampaian pendapat di muka 
umum diberikan dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta, 
bobot ancaman dengan petugas pengamanan; 
j. keseimbangan, yaitu kegiatan/penindakan diterapkan dengan memperhatikan 
keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan 
kewajiban warga negara maupun petugas; 
k. musyawarah dan mufakat, yaitu penerbitan pemberitahuan dilaksanakan dengan 
memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. 
 
B. Syarat bagi Pihak Kepolisian dalam Mengambil Tindakan Represif terhadap Aksi 
Demonstrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
Demonstrasi massa aksi merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak untuk 
menyampaikan aspirasinya. Dalam penyampaian aspirasi tersebut harus dilaksanakan 
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pihak-pihak 
yang berdemo harus dapat memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah terkait perizinannya. Selain harus memenuhi syarat untuk melaksanakan demo, 
para demonstran juga harus tetap mematuhi ketentuan-ketentuan lain sehingga demonstrasi 
massa dapat berlangsung kondusif. 
Sementara itu, menurut Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 disebutkan sebagai berikut: 
“Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 
 
Selain yang telah diuraikan diatas, terhadap demonstrasi massa aksi yang dilakukan 
sejatinya harus dapat dijamin pengamanannya, yakni oleh Kepolisian, Artinya bahwa 
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Kepolisian tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menyikapi demonstran yang 
sedang melakukan demonstrasi massa aksi tersebut. Oleh sebab itu maka dalam mengambil 
tindakannya, pihak Kepolisian tidak boleh menyalahi atau keluar aturan yang telah ditetapkan 
oleh Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang 
Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 
Kegiatan Demonstrasi sejatinya merupakan sarana dalam melaksanakan ketentuan hak 
asasi manusia dalam hak kebebasan berpendapat di muka umum. Meski demikian dalam 
pelaksanaan demonstrasi tersebut tetap harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam 
perundang-undangan, yakni ketentuan-ketentuan misalnya perizinan, pelaksanaan, serta 
ketentuan-ketentuan lainnya. Dalam hal ini pihak Kepolisian diberikan kewenangan untuk 
mengatur dan menetapkan bahkan sejak sebelum kegiatan demonstrasi dimulai. Hal-hal yang 
diatur oleh Kepolisian tersebut berkenaan dengan persiapan pra demonstrasi, pada saat 
demonstrasi serta pasca demonstrasi. 
Dalam penyampaian pendapat di muka umum tersebut, terdapat ketentuan yang oleh 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) 
Perkapolri No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa: 
Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara 
melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan tindakan sebagai 
berikut: 
a. melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai 
aturan hukum; 
b. memberikan peringatan oleh aparat terhadap peserta yang melanggar hukum; 
c. memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian 
pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka 
umum yang melanggar hukum; 
e. membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum; 
f. melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggar hukum dan penahanan 
dan perbuatan anarkis; 
g. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan 
h. melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Selain memiliki kewenangan dalam memberikan izin demonstrasi beserta pengamanannya, 
pihak Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif terhadap para 
demonstran yang secara nyata telah melanggar ketentuan perundang-undangan, misalnya 
merusak fasilitas publik ataupun melakukan kekerasan. Kaitannya dengan hal ini, Undang-
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Undang Nomor 9 tahun 1998 telah menetapkan perihal sanksi yang dapat diambil oleh 
Kepolisian kepada para demonstran yang melakukan pelanggaran tersebut. 
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum menyebutkan bahwa 
“Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang 
melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  
 
Tidak hanya berlaku kepada para demonstran, dalam Pasal 17 Undang-Undang No.9 tahun 
1998 tersebut juga disebutkan mengenai pihak yang menjadi Penanggung jawab dalam 
pelaksanaan demonstrasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dipidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per 
tiga) dari pidana pokok. Sementara itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang No.9 tahun 1998 juga 
disebutkan sebagai berikut:  
(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi 
hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah 
memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun.  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan. 
 
Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan mengenai sanksi diatas, pihak 
Kepolisian dapat mengambil tindakan represif dalam rangka memberikan sanksi pidana 
kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dlam peraturan 
perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian 
dari fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 
Kepolisian telah diberikan tugas pokok berupa pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat. Oleh sebab itu, terhadap demonstrasi yang melanggar ketentuan misalnya 
bersikap anarkis, maka kekerasan dapat dibenarkan sebagai sikap yang dapat diambil oleh 
Kepolisian, namun tetap harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan 
menghormati Hak Asasi Manusia.16   
 
                                                             
16 Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa, De Lega Lata, 
Vol.1 No.1, Januari 2016, h.113 
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C. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Demonstran yang Melakukan Aksi Demonstrasi 
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh 
setiap manusia yang dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945. Oleh karena itu setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya, 
baik secara lisan maupun tulisan. Dengan adanya kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut 
harus dilakukan secara penuh tanggung jawab serta dengan memperhatikan peraturan hukum 
yang ada. Dengan demikian, setiap manusia dituntut untuk belajar menghargai setiap 
perbedaan dalam berpendapat dan mampu mengembangkan sikap hidup yang mendukung 
kelangsungan hidup bermasyarakat.17 
Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi 
rakyat di Indonesia, dimana prinsip tersebut adalah prinsip pengakuan dan perlindungan 
terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila serta hukum yang juga 
berdasarkan Pancasila. Kemudian Paul Scholten mengungkapkan bahwa perlndungan hukum 
tidak dapat dipisahkan dari hukum subjektif, artinya suatu hukum tidak semata-mata 
ditujukan hanya untuk satu kewenangan saja, melainkan terdapat beberapa kewenangan dalam 
satu kelompok yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan tanpa terpisah.18  
Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat dan dapat diperoleh 
dari Negara. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai 
tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 
ketentraman sehingga dapat dimungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati martabatnya 
sebagai manusia. Suatu Perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum 
apabila dalam penerapannya memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Adanya pengayoman dari Pemerintah terhadap warga negaranya. 
2. Adanya jaminan Kepastian Hukum. 
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.19 
                                                             
17 Ujang Chandra, Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Jurnal 
Komunikasi, Vol. 3 No.1, April 2017, h.47 
18 Riza Anggun Listya Irawan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi 
untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.2, Desember 2016 h. 253 
19 Cicik Novita, 24 Februari 2021, Apa itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya, 
tirto.id, https://amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya, Diakses pada 8 Juni 
2021.  
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Sebagai Negara hukum maka segala hal yang dilakukan harus didasarkan kepada hukum 
yang berlaku. Negara telah menjamin hak setiap warga negara dalam menyampaikan 
pendapat di muka umum telah dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni 
dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan 
bererikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat. Selain itu, pada Pasal 28G ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa:  
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari 
negara lain.” 
 
Selain ketentuan diatas, Pasal 28I ayat (5) UUD tahun 1945 juga telah menyebutkan 
mengenai jaminan yang diberikan oleh Pemerintah untuk menjamin terlaksananya kebebasan 
menyampaikan pendapat, bahwa: 
“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” 
 
Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada 
demonstran menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 disebutkan sebagai 
berikut: 
(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi 
hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah 
memenuhi ketentuan Undangundang ini dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun.  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan. 
 
Berdasarkan ketentuan yang diberikan kepada demonstran berkaitan dengan kebebasan 
menyampaikan pendapatnya sebagaimana yang tertuang baik dalam Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa sudah jelas mengenai 
jaminan yang diberikan oleh Pemerintah demi terselenggaranya hak menyampaikan pendapat. 
Perlindungan hukum tersebut secara jelas tergambar melalui Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 9 tahun 1998, yang menyebutkan mengenai pihak-pihak yang melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menghalang-halangi hak warga 
negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan 
Undang-undang dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
Ketentuan tersebut semata-mata merupakan upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak 
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masyarakat yakni dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk melalui 
demonstrasi massa atau unjuk rasa.  
Sebagai Negara hukum, perlindungan hukum tersebut harus senantiasa dijamin oleh 
Pemerintah sehingga kegiatan demokrasi di Indonesia terus berjalan sebagaimana mestinya, 
dimana masyarakat dapat berperan untuk memberikan kritik melalui aspirasinya sedangkan 
Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah 
atau akan diambil. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, maka setiap orang dapat 
menyampaikan aspirasinya baik secara mandiri ataupun secara kelompok dikarenakan 
merupakan hak yang telah dijamin oleh Pemerintah melalui Undang-Undang. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Tinjauan yuridis mengenai kewenangan Kepolisian terhadap demonstrasi menurut UU 
Nomor 9 Tahun 1998 antara lain adalah menerima pemberitahuan scara tertulis dari pihak 
yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, serta melakukan pengamanan 
dengan menjamin keamanan demonstran maupun masyarakat sekitar pada saat 
berlangsungnya demonstrasi. Dalam penyampaian demonstrasi massa aksi menurut 
Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 disebutkan mengenai pelaksanaan penyampaian pendapat 
di muka umum oleh warga negara (demonstran), dimana aparatur pemerintah (dalam hal 
ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) memberikan pelayanan secara 
profesional, b) menjunjung tinggi hak asasi manusia; c) menghargai asas legalitas; d) 
menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan e) menyelenggarakan pengamanan. 
2. Syarat bagi pihak kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap aksi 
demonstrasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, bahwa hal-hal yang 
diatur oleh Peraturan Kepolisian tersebut berkenaan dengan kegiatan pra demonstrasi, 
pada saat demonstrasi serta pasca demonstrasi. Syarat bagi Kepolisian untuk melakukan 
tindakan represif dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Perkapolri No. 
7 tahun 2012 disebutkan bahwa terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang 
dilakukan dengan cara melanggar hukum dapat dilakukan tindakan yakni: melakukan 
upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum, 
memberikan peringatan kepada demonstran yang menyampaikan pendapat di muka 
umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan peringatan kepada 
penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa 
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tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, membubarkan massa peserta 
penyampaian pendapat di muka umum, melakukan tindakan hukum terhadap pelaku 
pelanggaran dan perbuatan anarkis, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang 
bukti, dan melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 
3. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui demonstrasi atau unjuk rasa merupakan hak 
setiap warga negara Indonesia yang dijamin dengan menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ketentuan sebagai bentuk jaminan dalam perlindungan hukum 
ini terlihat melalui Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 
tahun 1945, serta adanya jaminan melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 
yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum 
yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara 




Pelaksanaan aksi demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
menyampaikan aspirasi atau pendapat. Penyampaian pendapat tersebut telah dijamin dengan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 
serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. 
Oleh sebab itu, saran penulis ditujukan kepada pihak Kepolisian selaku pihak yang diberikan 
amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan pengamanan demonstrasi  massa aksi di 
Indonesia, untuk bersikap cermat dan terbuka mengenai pelaksanaan pengamanan yang 
dilakukan, selain itu pihak kepolisian yang melakukan pengamanan juga tidak boleh dibekali 
dengan senjata tajam, dimana hal itu sangat membahayakan dan dapat mengancam nyawa dari 
para demonstran yang sejatinya sedang menyampaikan pendapat sebagai hak mereka di 
Negara Demokrasi ini. Penulis berharap pelaksanaan demonstrasi massa aksi di Indonesia 
selanjutnya dapat berlangsung secara aman, tertib dan lancar sehingga tidak ada lagi korban 
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